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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin
dapat dilihat pada tabel berikut :
1. Konsonan
Huruf
Arab
Nama Huruf Latin Nama
ا Alif Tidak
dilambangka
n
Tidak dilambangkan
ب Ba B Be
ت Ta T Te
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas)
ج Jim J Je
ح ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah)
خ Kha Kh ka dan ha
د Dal D De
ذ Zal Z zet (dengan titik diatas)
ر Ra R Er
ز Zai Z Zet
س Sin S Es
ش Syin Sy es dan ye
xص ṣad ṣ es (dengan titik dibawah)
ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah)
ط ṭa ṭ te (dengan titik dibawah)
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah)
ع ‘ain ̒ apostrof terbalik
غ Gain G Ge
ف Fa F Ef
ق Qaf Q Qi
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م Mim M Em
ن Nun N En
و Wau W We
ه Ha H Ha
ء Hamzah ̓̓ Apostrof
ى Ya Y Ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan
tanda  ( ̓ ).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
xi
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf  Latin Nama
 َا fatḥah A A
 ِا Kasrah I I
 ُا ḍammah U U
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Tanda Nama Huruf  Latin Nama
 َي fatḥah dan yā̓̓ Ai a dan i
 َو fatḥah dan
wau
Au a dan u
Contoh:
ﻒﯿﻛ : kaifa
ل ﻮھ : haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Harakat
dan
Huruf
Nama Huruf  dan
tanda
Nama
xii
 َي… /  َا
….
Fatḥah dan alif atau
yā̓̓
Ā a dan garis di
atas
ي Kasrah dan yā Ī i dan garis di
atas
و ḍammah dan wau Ữ u dan garis di
atas
Contoh:
ت ﺎﻣ : māta
ﻰﻣر : ramā
ﻞﯿﻗ : qīla
ت ﻮﻤﯾ : yamūtu
4. Tā marbūṭah
Tramsliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’ marbūṭah yang
hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya
adalah (t). sedangkantā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah (h).
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah,
maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
ل ﺎﻔط ﻻا ﺔﺿ ور : rauḍah al-aṭfāl
ﺔﻠﺿ ﺎﻔﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا : al-madīnah al-fāḍilah
xiii
ﺔﻤﻜﺤﻟا : rauḍah al-aṭfāl
5. Syaddah (Tasydīd)
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydīd ( ﹼ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:
ﺎﻨﺑر : rabbanā
ﺎﻨﯿﺠﻧ : najjainā
ﻖﺤﻟا : al-ḥaqq
ﻢﻌﻧ : nu”ima
وﺪﻋ : ‘duwwun
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah ( ـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.
Contoh:
ﻲﻠﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
ﻲﺑﺮﻋ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf
لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang
ditransliterasi seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya
dan dihubungkan dengan garis mendatar ( - ).
Contoh :
xiv
ﺲﻤﺸﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
ﺔﻟ ﺰﻟاﺰﻟا : al-zalzalah (az-zalzalah)
ﺔﻔﺴﻠﻔﻟا : al-falsafah
دﻼﺒﻟا : al- bilādu
7. Hamzah.
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah
terletah di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia
berupa alif.
Contoh :
نوﺮﻣﺎﺗ : ta’murūna
عﻮﻨﻟا : al-nau’
ءﻲﺷ : syai’un
تﺮﻣا : umirtu
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Alhamdulillah,
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:
Fī Ẓilāl al-Qur’ān
xv
Al-Sunnah qabl al-tadwīn
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ )
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi
tanpa huruf hamzah.
Contoh:
ﷲ ﻦﯾد dīnullāh ﷲ ﺎﺑ billāh
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:
ﻢﮭﮭﻠﻟا ﺔﻤﺣر ﻲﻓ hum fī raḥmatillāh
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps),
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang
penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang
berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal
nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf
kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-,
baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,
CDK, dan DR). contoh:
Wa mā Muḥammadun illā rasūl
xvi
Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī
Abū Naṣr al-Farābī
Al-Gazālī
Al-Munqiż min al-Ḋalāl
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan
Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir
itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar
referensi. Contoh:
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan:
Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū).
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. : subḥānahū wa ta’ālā
saw. : ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
M : Masehi
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR : Hadis Riwayat
xvii
ABSTRAK
Nama : Rikha Rezky Irjayanti
NIM : 10400113021
Judul : Implementasi Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam budaya hidup
masyarakat Kabupaten Gowa Perspektif Maqashid Syariah
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi Pasal 280
perspektif maqashid syariah di Kabupaten Gowa. Pokok masalah tersebut selanjutnya
di bagi ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu : 1) Apa
kendala-kendala terhadap implementasi Pasal 280 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di
Kabupaten Gowa ?, 2) Bagaimana aspek maslahat penerapan Pasal 280 Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif
Maqashid Syariah ?
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang
digunakan adalah : normatif dan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah
Satlantas Polres Gowa dan Pengguna Kendaraan. Selanjutnya, metode pengumpulan
data yang digunakan adalah Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu, teknik
pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut terjawab bahwa kendala-kendala
implementasi pasal 280 yaitu penegak hukum yang kurang tegas dan masyarakat
yang kurang peduli mengenai ketentuan hukum dalam berlalu lintas dan tingkat
ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum masih rendah disebabkan karena
masyarakat mengabaikan peraturan berlalu lintas, ketidakdisiplinan, faktor kemalasan
dan faktor lupa. Sedangkan dari segi pelanggaran lalu lintas khususnya Pasal 280
UULLAJ bisa dikatakan belum efektif.
Setelah mengadakan pembahasan tentang Implementasi Pasal 280 Undang-
undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Gowa,
peneliti juga akan mengaitkan Pasal ini dengan Konsep Maqashid Syariah yang
mempunyai lima unsur dalam point agar tetap berada di jalur syari’at Islam, penulis
juga memberikan penjelasan keterkaitan aspek maslahah ke dalam lima point penting
dalam Maqashid al-Syariah.
Adapun implikasi penelitian ini yaitu peneliti berharap kepada pemerintah
agar memasukkan pelajaran berlalu lintas ke kurikulum sekolah dan perguruan tinggi
agar masyarakat sadar akan pentingnya berlalu lintas dan Dalam pemanfaatan
penerapan Pasal 280 UULLAJ perspektif Maqashid Syariah kita harusnya lebih
memperhatikan untuk kepentingan kemaslahatan bersama bukan untuk kepentigan
pribadi.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Islam adalah agama universal. Agama yang mencakup semua sisi kehidupan.
Tidak ada satu masalah pun dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan, dan tidak ada
satupun masalah yang tidak disentuh nilai Islam.1
                         
Terjemahannya :
Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas
bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka
mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan.
Kandungan pesan di atas sejalan dengan kandungan pesan “Janganlah engkau -
siapapun engkau- berjalan di persada bumi dengan penuh keangkuhan/ ugal-ugalan.
Itu hanya dapat engkau lakukan kalau engkau telah dapat meraih segala sesuatu,
padahal meskipun engkau berusaha sekuat tenaga tetap saja kakimu tidak dapat
menembus bumi walau sekeras apapun hentakanya, dan kendati engkau telah merasa
tinggi, namun kepalamu tidak akan dapat setinggi gunung.” Dalam konteks cara
jalan, Nabi saw. mengingatkan agar tidak berjalan membusungkan dada. Namun
demikian, ketika beliau melihat seseorang berjalan menuju arena perang dengan
penuh semangat dan terkesan angkuh, beliau bersabda: “Sungguh cara jalan ini
dibenci Allah, kecuali dalam situasi (perang) ini.”
Indonesia adalah salah satu Negara berkembang baik dalam bidang ekonomi,
sosial dan industri di dunia. Sebagai salah satu Negara yang berkembang dan ingin
1 Quraish Shihab, “Berlalu Lintas Menurut Islam”, http://liputanislam.com/kajian-
islam/akhlak-kajian-islam/berlalu-lintas-menurut-islam/(11 Mei 2017).
2maju, tentunya Indonesia berusaha untuk menyesuaikan diri dan mengikuti
perkembangan dalam segala bidang. Hal ini sesuai dengan perkembangan IPTEK di
era globalisasi yang serba modern saat ini. Salah satu produk modern yang banyak
ada di Indonesia adalah sepeda motor. Angka kepemilikan sepeda motor meningkat
tajam dari tahun ke tahun. Namun sayangnya tidak diikuti dengan kesadaran
berkendara yang baik, ditambah tingkat emosional yang mengakibatkan kemacetan
lalu lintas sehingga membuat meningkatnya angka kemacetan di sepanjang jalan.
Pada tahun 2009, POLRI mengeluarkan peraturan baru yaitu Undang-Undang No.
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang ini
ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian
disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Dalam UU tersebut terdapat
peraturan baru bagi pengendara bermotor khususnya pengendara sepeda motor. Latar
belakang pembuatan peraturan ini adalah tingginya angka kecelakaan yang terjadi
disetiap harinya. Serta kurangnya kesadaran untuk berkendara secara bijak dan
tanggung jawab. Dari berbagai peristiwa kecelakaan yang terjadi, didapatkan fakta
bahwa sebagian besar kecelakaan terjadi pada roda dua atau sepeda motor. Selain itu,
kecelakaan juga banyak memakan korban jiwa. Tingginya pelanggaran lalu lintas bisa
dilihat dari angka pelanggaran yang terus meningkat.
Oleh karena itu tidak dapat dihindari ada banyaknya sarana transportasi yakni
berupa kendaraan bermotor yang melintas dijalanan. Mengendarai kendaraan
bermotor bagi masyarakat terkadang tidak hanya karena kebutuhan alat transportasi,
melainkan juga menunjukkan nilai kebanggaan bahkan juga menunjukkan strata
ekonomi yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah toko yang
menjual berbagai macam aksesoris dan suku cadang kendaraan bermotor yang juga
3telah mengantongi ijin dari pemerintah, yang pada intinya maksudkan agar kendaraan
bermotor tersebut dapat terlihat lebih bagus dan menawan.
Begitu pula mengenai Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang lazim
disebut sebagai Plat Nomor, Agar terlihat rapi dan enak dipandang, banyak
masyarakat membuat ulang atau mereparasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotornya
di tukang pembuat Plat Nomor.
Sebenarnya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor bukan merupakan aksesoris atau
hiasan kendaraan. Tanda ini berfungsi sebagai Identifikasi Kendaraan Bermotor dan
bukti izin beroperasi di jalan raya. Dengan demikian, kendaraan bermotor tanpa Surat
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) merupakan tindak pidana lalu lintas.
Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor (TNKB) juga merupakan tindak pidana lalu lintas. Hal ini ditegaskan di
dalam Pasal 280 UULLAJ yang menentukan bahwa
“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak
dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian
Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp
500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.2
Perlu diketahui bahwa di dalam ketentuan pidana Pasal 288 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya
disebut UULLAJ) juga ditentukan bahwa:
2Republik Indonesia, Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan. Pasal 280.
4“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak
dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba
Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah)
Oleh karena itu, jika seorang mengemudikan sepeda motor yang baru dibelinya
padahal belum memiliki STNK serta TNKB berarti telah melakukan dua tindak
pidana pelanggaran lalu lintas sekaligus. Penerbitan dan pemberian STNK serta
TNKB kepada pemilik kendaraan bermotor merupakan tanda bahwa kendaraan
bermotor telah di registrasi oleh kepolisian. Hal tersebut sebagaimana di tegaskan
dalam Pasal 65 UULLAJ yaitu:
1. Registrasi Kendaraan Bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat
(2) huruf a meliputi kegiatan:
a. registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pemiliknya;
b. penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; dan
c. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor.
2. Sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor telah diregistrasi, pemilik diberi Buku
Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda
Nomor Kendaraan Bermotor.
Bahkan, jika seseorang diberhentikan oleh polisi saat pemeriksaan kendaraan
bermotor di jalan, maka berdasarkan Pasal 32 ayat (6) huruf a Peraturan Pemerintah
Nomor. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan
5dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda motornya dapat
disita oleh polisi karena tidak dilengkapi dengan STNK yang sah.3
Tingkat disiplin dan pemahaman terhadap peraturan dan sopan santun berlalu
lintas yang sangat rendah dari pemakai jalan merupakan hal yang perlu mendapat
perhatiaan khusus dalam upaya pemecahannya untuk mengatasi permasalahan di
bidang lalu lintas. Adapun kejahatan yang sering terjadi di masyarakat yang
disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, salah satunya
adalah pencurian yang biasa di akibatkan oleh kelalaian masyarakat itu sendiri.
Adapun pihak yang dirugikan dalam hal ini yakni pengendara itu sendiri dan
Negara karena plat motor yang tidak terdaftar secara administrasi otomatis tidak
membayar pajak kepada Negara dan pengguna kendaraan akan membayar denda dari
kerugiaan itu tersebut.
Untuk itu peneliti akan mengaitkan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan konsep Maqasid Syariah yang
ada dalam Hukum Islam.
Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan
kemaslahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung
keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah. Jika keluar dari keempat nilai yang
dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan hukum islam.4 Hal
senada juga dikemukakan oleh Al-Syathibiy, yang menegaskan bahwa semua
kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tidak
3 Rafiuddin, “ Implementasi Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( studi kasus di Kota Makassar )”, Skripsi ( Makassar:
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,2008 ),h.3.
4M Ali Rusdi Bedong, S.TH.I, M.H.I, Implementasi Maqashid Al-Mukallaf ( Makassar:
Alauddin University Press,2014 ), h.58.
6satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai
tujuan sama juga dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.
Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia akhirat, maka para ulama ushul
fiqh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut ke dalam lima misi, semua misi ini
wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemaslahatan.
Kelima misi maqashid al-syariah/maqashid al-khamsah yang dimaksud adalah
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.5
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang, maka yang menjadi
permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apa  kendala-kendala terhadap implementasi Pasal 280 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan di Kabupaten Gowa ?
2. Bagaimana aspek maslahat penerapan Pasal 280 Undang-undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Maqashid
Syariah ?
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus pada Implementasi Pasal 280
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
5 M Ali Rusdi Bedong, S.TH.I, M.H.I, Implementasi Maqashid Al-Mukallaf . h.59.
7Angkutan Jalan Di Kabupaten Gowa. Adapun yang dimaksud dengan Lalu Lintas dan
angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan
jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan,
kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.6
2. Deskripsi Fokus
Berdasarkan Fokus Penelitian dari uraian di atas, dapat dideskripsikan subtansi
permasalahan dengan pendekatan pada penelitian ini, bahwa ada beberapa Undang-
Undang yang mengatur tentang Lalu Lintas termasuk Pasal 280 di Kabupaten Gowa.
Kurangnya tingkat kedisiplinan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku
merupakan hal yang sangat memprihatinkan baik yang beroda dua maupun beroda
empat. Hal inilah yang perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya untuk
mengatasi permasalahan di bidang lalu lintas.
D. Kajian Pustaka
Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Pasal 280 Undang-Undang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Budaya Hidup Masyarakat Di Kabupaten
Gowa Perspektif Maqasid Syariah. Agar nantinya pembahasan ini fokus pada pokok
kajian, maka penelitian ini dilengkapi beberapa Literatur yang berkaitan dengan
pembahasan yang dimaksud diantaranya ialah sebagai berikut :
Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Inventarisasi dan Analisa
terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas tahun 1984 mengemukakan bahwa secara
garis besar kecelakaan-kecelakaan Lalu Lintas cenderung disebabkan oleh 4 fakor
6 Republik Indonesia, “ Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan”. Pasal 1 ayat (1).
8yang saling berkaitan, yakni faktor-faktor manusia, kendaraan jalan raya dan
lingkungan. Kekurangan-kekurangan yang ada pada manusia pemakai jalan raya,
merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan Lalu Lintas. Kekuangan-
kekurangan tersebut antara lain : konsentrasi dan keterampilan yang kurang baik,
reaksi yang hebat, kelainan-kelainan fisik, gangguan emosional, kelelahan fisik dan
mental, kelalaian jiwa dan kepribadian, dan kurangnya disiplin dan ketaatan. Adapun
kurangnya disiplin dan ketaatan, pada tahap awal menimbulkan pelanggaran-
pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Lalu Lintas.
M Ali Rusdi Bedong, S.TH.I.,M.H.I dalam bukunya yang berjudul Implementasi
Maqashid al-Mukallaf tahun 2014 mengemukakan bahwa Maqashid Syariah itu ada
lima yaitu : untuk menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.
Dari beberapa literature diatas, studi mengenai implementasi pasal 280 undang-
undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam budaya
hidup masyarakat di kabupaten gowa perspektif maqashid syariah belum ada yang
meneliti secara khusus tentang dua aspek tersebut. Melalui penelitian inilah studi
mengenai implementasi dari dua aspek tersebut di kabupaten gowa di anggap perlu
untuk di telaah.
E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam
penelitian ini adalah :
9a. Untuk mengetahui kendala-kendala terhadap implementasi Pasal 280 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan di Kabupaten Gowa
b. Untuk mengetahui bagaimana aspek maslahat penerapan Pasal 280 Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Perspektif Maqashid Syariah.
2. Kegunaan Penelitian
a. Memberikan informasi mengenai implementasi Pasal 280 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan di Kabupaten Gowa, baik kepada perguruan tinggi maupun terhadap
masyarakat .
b. Untuk mengetahui implementasi dari Pasal 280 UULLAJ dalam budaya hidup
masyarakat di Kabupaten Gowa Perspektif Maqasid Syariah.
Semoga dengan  penulisan ini ada inti sari yang dapat diambil dan berguna bagi
para pihak dalam Berlalu lintas, dan para  penegak  hukum  dapat  melakukan  tugas
masing-masing. Serta menjadi rangsangan bagi penulis dan peneliti lainnya untuk
meneliti secara lebih luas dan mendalam dalam mengembangkan penelitian ini.
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BAB II
TINJAUAN TEORETIS
A. Tinjauan Pidana Lalu Lintas
1. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Secara harafiah istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik)
manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnyadengan menggunakan
sarana jalan umum.
Untuk memahami pengertian lalu lintas tersebut, penulis mengemukakan
beberapa pengertian lalu lintas baik menurut UULLDAJ, maupun pendapat pakar
hukum. Menurut pasal 1 angka 2 UULLDAJ, “Lalu lintas adalah gerak kendaraan
dan orang di ruang lalu lintas jalan”. 1
Sementara menurut W.J.S. Poerwodarminto (1976 : 164)2 bahwa lalu lintas
adalah:
1. Perjalanan bolak-balik
2. Perihal perjalanan dijalan dan sebagainya
3. Perhubungan antar suatu tempat
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan. Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan
1Republik Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan, Bab 1, Pasal 1 ayat (2)
2 Maghdalena Todingrara, “Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang menimbulkan
kecelakaan Berakibat Kematian ( Studi Kasus di Polres Tana Toraja Tahun 2009-2012 )”, Skripsi
( Makassar: Fak.Hukum Universitas Hasanuddin, 2013 ). h. 9.
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sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan,
Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya, yang mana pengertian lalu
lintas itu sendiri di atur di dalam UU lalu lintas dan angkutan jalan khusunya
Pasal 1 ayat (1). Untuk lalu lintas itu sendiri terbagi atas Laut, darat dan udara.
Lalu lintas sendiri merupakan suatu sarana transportasi yang di lalui bermacam-
macam jenis kendaraan, baik itu kendaraan bermesin roda dua atau beroda empat
pada umumnya dan kendaraan yang tidak bermesin contohnya sepeda, becak dan
lain-lain.
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi
nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan
keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan
Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan
wilayah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan merupakan suatu dasar hukum terhadap Pemberlakuan kegiatan
lalu lintas ini, dimana makin lama makin berkembang dan meningkat sejalan
dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Jika
ditinjau lebih lanjut tingkah laku lalu lintas ini ternyata merupakan suatu hasil
kerja gabungan antara manusia, kendaraan dan jaringan jalan. Lalu Lintas adalah
gerak kendraan dan orang diruang lalu lintas jalan. Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan diselenggarakan dengan tujuan 3:
3 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan, Bab 1, Pasal 3
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1) Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang aman,
selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk
mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum,
memperkukuh persatuan dan kesatuan bangasa, serta mampu menjunjung
tinggi martabat bangsa.
2) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
3) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Lalu lintas adalah pergerakkan kendaraan, orang di jalan.
Pergerakkan tersebut dikendalikan oleh seseorang menggunakan akal sehat.
Orang yang kurang akal sehatnya mengemudikan kenderaan dijalan, akan
mengakibatkan bahaya bagi pemakai jalan yang lain. Demikian juga hewan
dijalan tanpa dikendalikan oleh seseorang yang sehat akalnya akan
membahayakan pemakai jalan yang lain.
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah setiap hal
yang memiliki kaitannya dalam menggunakan sarana di ruang lalu lintas jalan
sebagai suatu sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Menyadari peranan
transportasi, maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara
terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan
tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur,
lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
Lalu lintas yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu
dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah
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elosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan modal
transportasi lain.
Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam kesatuan sistem dilakukan
dengan mengintegrasikan dan mendominasikan unsurnya yang terdiri dari
jaringan transportasi jalan kendaraan beserta pengemudinya, peraturan-peraturan
dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh dan
berdayaguna dan berhasil. Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu
diselenggarakan secara berkesinambugan dan terus ditingkatkan agar lebih luas
daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperlihatkan sebesar-
besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan,
koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor dan antar
unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam
penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujdkan
sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.
Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan peristiwa lalu lintas yang paling
sering terjadi. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap larangan-
larangan dan keharusan dari ketentuan dibidang lalu lintas. Adapun Ramdlon
Naning mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas
adalah perbuatan atau tindakan seseorang dengan ketentuan-ketentuan peraturan
perundang-undangan lalu lintas.
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Pelanggaran sebagaimana dimaksud diatas adalah apa yang diatur dalam
pasal 105 Undang-undang No 22 tahun 2009 yaitu4:
Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:
a) Perilaku tertib dan ;
b) Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan
kerusakan jalan.
Dengan demikian maka yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah
perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan perundang-
undangan lainnya.
2. Peran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam
mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya
memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam Undang-undang ini, pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait
(stakeholders) sebagai berikut:
4 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan, Pasal  105.
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a) Urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementerian yang
bertanggung jawab di bidang jalan;
b) Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan
Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang
sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
c) Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan
angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang
industri;
d) Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan
angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang
teknologi;
e) Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan
bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan
rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam
mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya
memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem
transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan
potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban
berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan
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ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah,
serta akuntabilitas penyelenggara negara.5
Dalam bidang keprasaraan transportasi, pada saat sekarang telah dibangun
jalan alternatif, jalan tol, jalan layang (satu tingkat atau lebih satu tingkat), jalan di
bawah tanah (under pass), jalan (terowongan) di bawah permukaan laut.
Teknologi transportasi makin maju, modern dan canggih. Pada dasarnya
kemajuan teknologi transportasi berupa (memperlihatkan wajahnya dalam)
peningkatan kecepatan (faster speed) dan perbesaran kapasitas muat (bigger
capacity). Kondisi fasilitas (prasarana dan sarana) transportasi yang disediakan
dan dioperasikan, terutama dalam transportasi perkotaan, memperlihatakan
perkembangan yang makin maju, modern dan canggih, yang didukung oleh
kemajuan teknologi transportasi, yang selalu memperlihatkan perubahan wajah
yang makin maju, modern, dan canggih (transportation is always changing face).
Perubahan wajah transportasi menjadi lebih cantik dalam arti semakin efektif dan
efisien.6
Tata cara berlalu lintas antara lain :
1. Ketertiban dan keselamatan
Setiap orang yang menggunakan jalan wajib :
a) Berprilaku tertib dan / atau
5 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Ketentuan Umum Penjelasan atas Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 tentang Lulu Lintas dan Angkutan Jalan, Bandung CV, Nuansa Aulia, 2012, h.
158.
6 Raharjo Adi Sasmita dan Sakti Adji Adisasmita, “MANAJEMEN TRANSPORTASI
DARAT MengatasiKemacetan di Kota Besar (Jakarta), (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h 12.
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b) Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan
kerusakan jalan.
c) Setiap pengemudi kendraan bermotor dijalan wajib mematuhi ketentuan:
1. Rambu–rambu Lalu Lintas
2. Marka jalan
3. Alat Pemberi Isyarat
4. Gerakan Lalu Lintas
5. Berhenti dan Parkir
6. Peringatan dengan bunyi dan sinar.
7. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
8. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendraan lain.
d) Pada saat diadakan pemeriksaan kendraan bermotor dijalan penegemudi
kendaraan bermotor wajib menunujukkan :
a) STNK atau STCK
b) SIM
c) Bukti lulus uji berkala;dan/atau Tanda bukti lain yang sah
e) Setiap pengemudi kendraan bermotor roda empat atau lebih dijalan
dan penumpang yang duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk
keselamatan.
f) Setiap pengemudi kendraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak
dilengkapi dengan rumah–rumah dijalan dan penumpang yang duduk
disampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan
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sabuk Keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar
Nasional Indonesia.
g) Setiap orang yang mengendarai dan penumpang sepeda motor wajib
menegenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
Pengendara sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa
penumpang lebih dari 1 (satu) Orang.
Hal yang berhubungan dengan keselamatan pada malam hari tentu diatur
dengan penjelasan pasal terhadap Penggunaan Lampu
1. Pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama
kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada
kondisi tertentu.
2. Pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud diatas wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.
Sebagai penunjang dalam berlalu lintas adalah Jalur atau Lajur
1. Dalam berlalu lintas Pengguna jalan harus menggunakan jalur jalan
sebelah kiri.
2. Pengguna jalan selain jalur sebelah kiri hanya dapat dilakukan apabila:
a) Pengemudi bermaksud akan melewati kendaraan didepannya; atau
b) Diperintahkan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
untuk digunakan sementara sebagai jalur kiri.
19
c) Sepeda motor, kendaraan bermotor yang kecepatannya lebih rendah,
mobil barang, dan kendaraan tidak bermotor berada pada lajur kiri
jalan.
d) Jalur kanan hanya diperuntungkkan bagi kendaraan kecepatan lebih
tinggi,akan membelok, mengubah arah, atau mendahului kendaraan
lain.
Berkendaraan tentunya harus patuh pada tata cara melewati berdasarkan
amanat Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan
Jalan7, antara lain:
1. Pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus
menggunakan lajur atau jalur sebelah kanan dan kendaraan yang akan
dilewati, mempunyai jarang pandang yang bebas dan tersedia ruang yang
cukup bagi kendaraan yang akan dilewati.
2. Dalam keadaan tertentu, pengemudi dapat menggunakan lajur jalan
sebelah kiri dengan tetap memperthatikan keamanan dan keselamatan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.
B. Pengertian Maqashid Syariah
Secara Lughowi (Bahasa), Maqashid Al-syariah terdiri dari dua kata, yakni
Maqashid dan syari’ah. Maqashid adalah bentuk plural dari Maqshad, Qashd,
Maqashid atau Qushud yang merupakan bentuk kata dari Qashada Yaqshudu
dengan beragam makna, sepeti penuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan
7 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan, Pasal 109 ayat  (1) dan (2).
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tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan
kekurangan.8 Adapun Syari’ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air.
Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok
kehidupan.9 Sedangkan menurut Yusuf Qardhowi dalam bukunya “ Membumikan
Syariat Islam”dengan mengutip dari “Mu’jam Al-Fadz al-Qur’an al-Karim”
menjelaskan bahwa kata Syari’at berasal dari kata Syara’a al syari’a yang berarti
menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga berasal dari kata syir’ah dan
syari’ah yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga berasal
dari kata syir’ah dan syari’ah yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana
untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak
memerlukan bantuan alat lain.10 Kesamaan syari’at dengan arti bahasa Syari’ah
yakni jalan menuju sumber air ini adalah dari segi bahwa siapa saja yang
mengikuti Syari’ah itu, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air
sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana dia
menjadikan syari’ah sebagai kehidupan jiwa manusia.11 Di dalam Al-Quran Allah
s.w.t telah berfirman dalam QS.Al-Jatsiyah /45:18 diantaranya adalah :
                 
8 Ahmad Imam Mawardi, Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-
syariah dari konsep ke pendekatan,( Yogyakarta: Lkis, 2010) h. 178-179
9 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid al_syari’ah menurut al-syatibi, (Jakarta: PT Raja
Grafindo, 1996), h. l.61
10 Yusuf Qardhowi, Membumikan Syari’at Islam, Keluwesan aturan illahi untuk
Manusia, (Bandung: Pustaka Mizan,2003), h.13
11 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, ( Jakarta: Kencana,2003), h. 2-3
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Terjemahan:
“kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan
(agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-
orang yang tidak mengetahui”.
Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa “Syariat” sama dengan
“agama”, dimana syariat disini berperan sebagai tiang penegak aturan bagi umat
muslim di seluruh muka bumi ini. Dengan menyimpulkan dua suku kata tersebut,
Maqashid Al-Syariah adalah maksud dan tujuan yang di syariatkannya hukum
Islam. Atau secara umum bisa juga dikatakan bahwa Maqashid Al-Syariah adalah
konsep untuk mengetahui nilai-nilai dan sasaran yang mengandung syara’ yang
tersurat dan yang tersirat dalam al-Quran dan Hadist. Yang ditetapkan oleh Allah
s.w.t terhadap manusia dan tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu
mashlahah atau kebaikan atau kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun
di akhirat. Dan untuk mencapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi
kebutuhan Dharuriyat (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan Hajiyat
(sekunder) dan Tahsiniat atau Kamaliat (tersier).12
Sedangkan secara terminologi, makna Maqashid al-Syari’ah berkembang
dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Dikalangan
ulama klasik sebelum al-Syatibi, sebelum ditemukan defenisi yang kongkrit dan
komperhensip tentang Maqashid al-Syari’ah defenisi mereka cenderung
mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya. Al-
Bannani memaknainya dengan tujuan-tujuan hukum, al-samarqandi
12 Abdurrahman Misno B.P, “Maqashid Al-Syariah”
Http://majelispenulis.blogspot.in/2013/09/Maqashid-al-syariah-tujuan-hukum-islam. (19 April
2017 )
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menyamakannya dengan makna makna hukum. Sedangkan menurut Imam al-
syatibi, Maqashid al-syari’ah adalah tujuan-tujuan disyari’atkanya hukum oleh
Allah SWT. Yang berintikan kemaslahatan umat manusia didunia dan kebahagian
diakhirat. Setiap penyari’atan hukum oleh Allah mengandung Maqashid ( tujuan-
tujuan ) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.13
Pada dasarnya mayoritas ulama ahli fikih menerima metode maslahat al-
mursalah. Karena tujuan dari Maslahat adalah menarik manfaat menghindarkan
bahaya dan memelihara tujuan hukum Islam untuk menjaga Agama, jiwa, akal,
keturunan, harta manusia.14
a. Kemaslahatan itu termasuk dalam kategori darruriyyat. Artinya bahwa
untuk menetapkan suatu kemaslahatan tingkat keperluannya harus
diperhatikan. Apakah sampai mengancam lima unsur pokok maslahat atau
belum sampai pada batas tersebut.
b. Kemaslahatan itu bersifat Qath’i, artinya yang dimaksud dengan maslahat
benar-benar telah diyakini sebagai maslahat, tidak didasarkan pada dugaan
semata-mata.
c. Kemaslahatan itu bersifat Kully, artinya bahwa kemaslahatn itu berlaku
secara umum dan kolektif tidak bersifat individual.
13 Asafri Jaya Bakri, “Konsep Maqashid Al_syari’aah menurut Al-syatibi”, (Jakarta:
Pustaka Firdaus ) h.5 dan 167.
14 Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam, ( Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002 )
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Berdasarkan pernyataan diatas, maslahat yang dikemukakan oleh para ahli
ushul fiqh dapat dipahami bahwa betapa eratnya hubungan antara metode
maslahat al-mursalah dengan Maqashid al-syari’ah.15
C.  Tinjauan Umum Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Dalam
Undang-Undang Lalu Lintas
Pengertian Pelanggaran :
Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi
menjadi dua golongan yaitu kejahatan (misdrijve) dan pelanggaran (overtrdingen).
Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran
lebih ringan dari pada kejahatan. Kedua istilah tersebut pada hakikatnya tidak ada
perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang
boleh dihukum. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran
tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan
denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.
Secara kuantitatif pembuat Undang-Undang membedakan delik kejahatan dan
pelanggaran sebagai berikut:
1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan
kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di
luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia,
maka dipandang tidak perlu dituntut.
2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tindak pidana
15 Fathurrahman Djamil, “Filsafat Hukum Islam”, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
h.128.
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Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan
bahwa pelanggaran adalah:
1. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan
dalam undang-undang pidana.
2. Pelanggaran merupaka tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik
perbuatan maupun hukumnannya.
Dengan demikian suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila hakikat
dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan
dan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu
telah menimbulkan suatu sifat yang melanggar hukum, namun belum dapat
dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan
perundang-undangan. Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan peristiwa lalu lintas
yang paling sering terjadi. Pelanggaran yang maksud adalah pelanggaran terhadap
larangan-larangan dan keharusan dari ketentuan dibidang lalu lintas. Soerjono
Soekanto (1990:75) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran
lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang dengan ketentuan-ketentuan
peraturan perundang-undangan lalu lintas.
Aturan Mengenai Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
Dilihat dari isi Pasal 68 UULLAJ, yaitu:
1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi
dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor.
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2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor
registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku.
3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.
4) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk,
ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.
5) Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus
dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia.
6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Mengenai hal tersebut diatas diatur dalam Pasal 280 UULLAJ yang isinya
adalah sebagai berikut:
“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak
dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian
Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling
banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.
Berikut isi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993, dimana mengenai
syarat, bentuk, ukuran, bahan, warna dan pemasangan Tanda Nomor Kendaraan
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Bermotor diatur dalam Pasal 178 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993
yang berbunyi:
Bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan tanda nomor kendaraan
bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) harus memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut:
1. Berbentuk lempengan tipis persegi empat, dengan ukuran panjang 250
milimeter dan lebar 105 milimeter untuk sepeda motor dan ukuran panjang
195 milimeter serta lebar 135 milimeter untuk kendaraan jenis lainnya
serta ditambahkan tempat untuk pemasangan tanda uji;
2. Terbuat dari bahan yang cukup kuat serta tahan terhadap cuaca yang pada
permukaannya berisi huruf dan angka yang dibuat dari bahan yang dapat
memantulkan cahaya;
3. Tinggi huruf dan angka pada tanda nomor kendaraan bermotor yang
dituliskan pada lempengan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
sekurang-kurangnya 45 milimeter untuk sepeda motor, 70 milimeter untuk
kendaraan bermotor jenis lainnya;
4. Warna tanda nomor kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:
a) Dasar hitam, tulisan putih untuk kendaraan bermotor bukan umum dan
kendaraan sewa;
b) Dasar kuning tulisan hitam untuk kendaraan umum;
c) Dasar merah tulisan putih untuk kendaraan bermotor dinas
pemerintah; dan
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d) Dasar putih, tulisan hitam untuk kendaraan bermotor korps diplomatik
Negara asing.16
D.  Penegakan Hukum di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
1. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas
Penegakan hukum merupakan upaya menegakan norma hukum terhadap
pelanggaran yang dilakukan. Penegakan hukum dijalankan untuk menjaga,
mengawal dan menghantar hukum agar tetap tegak, searah dengan tujuan hukum
dan tidak dilanggar oleh siapapun. Menurut Suwardjoko P. Warpani (2002:7),
kegiatan penegakan hukum merupakan kegiatan penerapan hukum terhadap
pelanggaran norma hukum. Lebih lanjut hal ini dikemukakan oleh Jimly
Asshiddiqie (2006:17), yang menyebutkan bahwa:
Penegakan Hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakup kegiatan
untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum
terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh
subjek hukum.
Penegakan hukum di bidang lalu lintas angkutan jalan meliputi penindakan
pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas. Dalam hal penindakan
pelanggaran, sebelumnya dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
Tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran
merupakan rangkaian kegiatan penegakan hukum di bidang lalu lintas angkutan
16Rafiuddin, “Implemetasi Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan ( Studi Kasus di Kota Makassar )”, Skripsi , ( Makassar:
Fak.Hukum Universitas Hasanuddin,2008).h. 24
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jalan. Hasil dari pelaksanaan tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan
dan ditemukan adanya pelanggaran, maka akan dilakukan tindakan penindakan
pelanggaran dengan pemeriksaan acara cepat dan dikenakan tindak pidana denda.
Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh Petugas Polri dan
PPNS LLAJ meliputi pemeriksaan:
a. Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
(STNKB), Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB), atau Tanda Coba
Kendaraan Bermotor (TCKB);
b. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
c. fisik Kendaraan Bermotor;
d. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
e. izin penyelenggaraan angkutan.
Wewenang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan oleh Petugas Polri
dilakukan terhadap pemeriksaan point a sampai dengan point e, sedangkan
wewenang PPNS LLAJ terhadap pemeriksaan pada point b sampai dengan point
e. Apabila dilihat dari wewenang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan,
wewenang penuh berada pada Petugas Polri termasuk di dalamnya wewenang
yang dimiliki oleh PPNS LLAJ.
Adanya wewenang penuh yang dimiliki oleh Petugas Polri dalam melakukan
pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sangat kontradiksi dengan wewenang
awal terkait dengan penerbitan SIM, STNKB, STCKB dan TCKB yang
merupakan otoritas wewenangnya. Terkait dengan aspek tanda bukti lulus uji bagi
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kendaraan wajib uji, fisik kendaraan bermotor, daya angkut dan/atau cara
pengangkutan barang, dan/atau izin penyelenggaraan angkutan merupakan
wewenang yang dimiliki oleh PPNS LLAJ. Hal ini berarti, wewenang
pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan harus memiliki keterkaitan dengan
wewenang sebelumnya dalam melakukan tindakan pemerintahan.
Hal ini diperlukan agar pemeriksaan kendaraan bermotor yang dilakukan
memiliki kepastian hukum. Wewenang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan
yang dilakukan oleh Petugas Polri dan PPNS LLAJ harus didasarkan pada tugas
kedinasan dalam bentuk Surat Perintah Tugas. Surat Perintah Tugas dimaksud
dikeluarkan oleh Atasan Petugas Polri maupun Atasan PPNS LLAJ.
2. Penerbitan Surat Tilang Lalu Lintas
Penindakan pelanggaran lalu lintas angkutan jalan didasarkan atas hasil
temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, hasil laporan, dan
hasil rekaman peralatan elektronik. Penindakan pelanggaran lalu lintas angkutan
jalan dilakukan dengan menerbitkan Surat Tilang dengan pengisian dan
penandatanganan Blanko Tilang. Blanko Tilang sekurang-kurangnya berisi kolom
tentang:
a) Identitas pelanggar dan kendaraan bermotor yang digunakan;
b) Ketentuan dan Pasal yang dilanggar;
c) Hari, tanggal, jam dan tempat terjadinya pelanggaran;
d) Barang bukti yang disita;
e) Jumlah uang titipan denda;
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f) Tempat atau alamat dan/atau nomor telpon pelanggar;
g) Pemberian kuasa;
h) Penandatanganan oleh pelanggar dan petugas pemeriksa;
i) Berita acara singkat penyerahan surat tilang kepada pengadilan;
j) Hari,tanggal, jam dan tempat untuk menghadiri sidang pengadilan; dan
k) Catatan petugas penindak.
Surat tilang harus ditandatangani oleh petugas pemeriksa dan pelanggar.
Dalam hal pelanggar tidak bersedia menandatangani surat tilang, maka Petugas
Pemeriksa harus memberikan catatan. Surat tilang ini akan digunakan untuk
kepentingan pelanggar sebagai dasar hadir di persidangan atau pembayaran uang
titipan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengadilan Negeri setempat,
Kejaksaan Negeri setempat dan instansi yang membawahi PPNS yang
bersangkutan. Surat tilang dan alat bukti disampaikan kepada Pengadilan Negeri
tempat terjadinya pelanggaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari
sejak terjadinya pelanggaran. Dalam hal pelanggar menitipkan uang denda
melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah, bukti penitipan uang denda
dilampirkan dalam surat tilang. Pelaksanaan persidangan pelanggaran lalu lintas
angkutan jalan dilaksanakan sesuai dengan hari sidang yang tersebut dalam surat
tilang. Persidangan ini dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran pelanggar atau
kuasanya. Apabila pelanggar tidak menitipkan uang denda titipan atau tidak
memenuhi amar putusan pengadilan dalam jangka waktu selama 14 (empat belas)
hari sejak putusan dijatuhkan, petugas mengajukan pemblokiran STNKB
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3. Karakteristik Sanksi Administrasi Surat Tilang
Beranjak dari penegakan hukum di bidang LLAJ termasuk penerbitan surat
tilang sebagai bentuk penindakan pelanggaran dan uang denda berdasarkan
putusan pengadilan sebagaimana dikemukakan di atas, merupakan konsep
penegakan hukum dalam ranah hukum pidana sebagaimana diatur dalam
UULLAJ.
Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Petugas Polri maupun PPNS
LLAJ lebih memperjelas tindakan dimaksud sebagai instrumen hukum pidana
yang diawali dengan proses penyelidikan. Hal ini tentunya menimbulkan
permasalahan hakekat dan karakter hukum terkait dengan tindakan pemerintahan
di bidang LLAJ.
Menurut Jemmy J. Pietersz (2010:30): penegakan hukum dalam ranah hukum
administrasi dilakukan terkait dengan upaya memaksakan kepatuhan dari warga
masyarakat terhadap kewajiban atau larangan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
Menurut Philipus M. Hadjon (2008:396), menyatakan bahwa:
”Pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau
larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata
usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh
tata usaha negara (dalam hal dimaksud diperlukan).
Bagi pembuat peraturan penting untuk tidak hanya melarang tindakan-
tindakan yang tanpa disertai izin, tetapi juga terhadap tindakan-tindakan yang
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bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat dikaitkan pada
3suatu izin agar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan tersebut efektif,
pejabat administrasi harus diberi kemampuan yang bersifat memaksa untuk
menegakkan kewajiban atau larangan.17
17 Rafiuddin, “Implemetasi Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan ( Studi Kasus di Kota Makassar )”, Skripsi , ( Makassar:
Fak.Hukum Universitas Hasanuddin,2008).h.25-30.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan atau field
research kualitatif. Penelitian kualitatif yang lebih dikenal dengan istilah
naturalistic inquiry (ingkuiri alamiah),1 penelitian kualitatif adalah penelitian yang
tidak mengadakan perhitungan dengan angka-angka, karena penelitian kualitatif
adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang kondisi secara faktual dan
sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang
dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasarnya saja. 2 Pandangan lain
menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian melakukan eksplorasi
dan memperkuat prediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang
diperoleh di lapangan.3
Yang dimana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data
informan yang telah ditentukan. Penelitian lapangan adalah penelitian secara
langsung terhadap obyek yang diteliti.
B. Lokasi Penelitian
S. Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang perlu di
pertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu : tempat, pelaku dan
kegiatan.4 Untuk itu Penulis akan melakukan penelitian pada Satlantas Kepolisian
1 Lexy J.Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdaya Karya,
1995), h. 15.
2 Lexy J.Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h.11
3 Lihat Sukardi, Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya (Cet. IV; Jakarta:
Bumi Aksara,2007),h. 14.
4 S. Nasution, Metode Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsinto, 1996), h.43.
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Resort Kabupaten Gowa dan masyarakat Kabupaten Gowa dengan masalah yang
penulis kaji dalam penelitian.
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah  bagaimana Implementasi
pasal 280 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan
jalan dalam budaya hidup masyarakat kabupaten gowa perspektif maqashid
syariah.
C. Pendekatan Penelitian
Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola pikir
yang dipergunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam ungkapan
lain. Pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis
objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu..5
Pendekatan yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut :
1. Pendekatan Normatif
Pendekatan  Normatif  ialah penelitian hukum yang bertujuan untuk
memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan
dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.6
2. Pendekatan Sosiologis
Pendekatan Sosial adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan terjun
atau bersentuhan langsung dengan individu atau kelompok untuk menemukan
fakta sosial yang beredar di masyarakat
5 Muliati Amin, “Dakwah Jamaah”,  Disertasi (Makassar, PPS. UIN Alauddin, 2010),
h.129
6 http://lp3madiliindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metode-
dasar.html.di akses pada tanggal 9-06-2016
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D. Sumber Data
Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai
berikut :
1. Data Primer
Yakni pengumpulan data yang secara langsung pada lokasi penelitian atau
obyek yang diteliti atau data yang diperoleh. Sumber data primer dapat diperoleh
dari inform. Secara teknis informan adalah orang yang dapat memberikan
penjelasan yang kaya warn, detail, dan komprehensif mengenai apa, siapa,
dimana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Dalam penelitian ini yang menjadi
informasi kunci adalah Pengguna motor dan Salantas Polres Gowa.
2. Data sekunder
Data sekunder adalah semua data yang berhubungan dengan kajian yang
dibahas selain dari sumber data primer yang disebutkan diatas, baik berupa buku,
jurnal, artikel-artikel baik dalam media massa maupun elektronik yang berada
dalam situs-situs internet dan data lain yang terjadi di lapangan yang relevan guna
membantu menyelesaikan persoalan dalam kajian penelitian ini.
E. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data adalah metode yang digunakan dalam
pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dokumentasi, tes dan kartu data.
Metode yang digunakan penulis, antara lain :
1. Observasi
Pada penelitian ini, salah satu tehnik pengumpulan data yang peneliti terapkan
adalah tehnik observasi. Jika di defenisikan, observasi dapat dipahami sebagai
suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang
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hendak diteliti. Pada dasarnya penggunaan tehnik observasi ini digunakan pada
penelitian yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala
alam dan ketika responden yang di amati pada lingkup yang tidak terlalu luas.7
Maka, untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan
pengamatan/observasi pada aparat dari Polres Gowa dan pengguna jalan guna
untuk mengetahui implementasi Undang-undang Lalu Lintas di Kabupaten Gowa.
2. Wawancara
Tehnik pengumpulan data berikutnya yang digunakan oleh peneliti adalah
tehnik wawancara. Secara konsep, wawancara merupakan suatu proses interaksi
dan komunikasi.8 Interaksi dan komunikasi yang dimaksud adalah dialog, yang
bersifat Tanya jawab. Pada interaksi dan komunikasi ini, terlibat dua factor yaitu
pewawancara dan narasumber atau responden. Pewawancara merupakan pihak
yang bertanya sedangkan narasumber atau responden adalah pihakyang
memberikan jawaban atas pertanyaan dari pihak pewawancara.
Pada konteks ini, peneliti berperan sebagai pewawancara yang akan
mewawancarai pihak yakni pihak dari Polres Gowa dan pengguna kendaraan
bermotor. Pada teknisnya, peneliti menggunakan tehnik wawancara langsung atau
wawancara secara face to face ( Polres Gowa dan pengguna jalan ) .
3. Dokumentasi
Pada penelitian ini peneliti juga memperoleh data yang tidak langsung berasal
dari obyek penelitian yang diteliti. Dengan kata lain bahwa peneliti juga
menghimpun data dari dokumen-dokumen yang bersangkutan serta data dari
7 Sugiyono,.Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif& R&D. (Bandung: Alfabeta, 2013)
.h.145
8 Masri Singarimbun. Sofian Effendi,Metode Penelitian Survey. (Jakarta: LP#Es),h.192
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internet maupun beberapa literature. Adapun dokumentasi yang akan diperoleh
secara primer langsung dari Satlantas Polres Gowa.
F. Instrumen Penelitian
Instrument Penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, yakni
peneliti yang berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, menafsirkan,
data hingga pelaporan hasil penelitian. Peneliti sebagai instrumen harus
mempunyai kemampuan dalam menganalisis data. Suatu penelitian tidak terlepas
dari instrumen yang digunakan, maka dari itu instrument yang digunakan dalam
penelitian ini meliputi : daftar pertanyaan penelitian, camera, alat perekam,
pulpen, dan buku tulis.
Adapun contoh daftar pertanyaan yaitu sebagai berikut :
1.Berapa jumlah pelanggaran terhadap pasal 280 pada tahun 2015-2016?
2.Apa kendala-kendala penerapan pasal 280 terhadap pengendara bermotor di
kabupaten gowa?
G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data
1. Teknik Pengelolaan Data
Pengolahan berasal dari kata olah yang berarti mengerjakan, mengusahakan
supaya menjadi barang lain atau menjadi lebih sempurna. Pengolahan berarti
proses,cara,pembuatan mengolah.
Data berarti keterangan yang benar dan nyata dan atau keterangan atau bahan
nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Data adalah fakta empirik yang
dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau
menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai
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sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan
penelitian berlangsung.
Jadi, pengolahan data ialah proses, cara, pembuatan mengolah semua
keterangan untuk keperluan penelitian yang bersifat teratur (sistematis) dan
terencana.
2. Analisis Data
Bogdan menyatakan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan
menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan
lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dengan mudah dapat dipahami. Susun
stainback juga memberikan pendapatnya tentang apa yang dimaksud dengan
analisis data. Ia mengemukakan bahwa analisis data adalah hal yang kritis dalam
proses penelitian kualitatif, yang mana hal itu digunakan untuk memahami
hubungan dan konsep dari data yang diperoleh sehingga data tersebut dapat
dikembangkan dan dievaluasi.9
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan suatu
tahapan pada penelitian yang didalamnya terdapat sebuah proses, yang mana
proses itu berupa perorganisasian data, penjabaran data, penafsiran data serta
penyimpulan data yang telah ditafsirkan sebelumnya. Pada penelitian ini, teknik
analisis data yang peneliti gunakan adalah teknik analisis data model Miles dan
Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan yaitu data reduction, data display dan
conclusion drawing/verification.10
9 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial . (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 1995 ) h.244
10 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial , h.246.
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a. Data reduction ( Reduksi Data )
Pada tahap awal ini, peneliti berupaya untuk merangkum data-data yang
telah peneliti dapatkan ketika melakukan observasi, wawancara serta data dari
sumber dokumen lain. Atau dengan kata lain pada tahap ini peneliti memilih
data-data yang pokok atau relevan dengan kebutuhan penelitian.
b. Data display ( Penyajian Data )
Pada tahap ini, peneliti menyajikan data-data pokok yang telah
dirangkum sebelumnya kedalam bentuk bagan dan penjelasan data dalam
bentuk teks. Peneliti memberikan pemaparan tentang data-data yang
ditemui dan telah difilter pada tahap sebelumnya. Pemaparan tersebut
berupa penafsiran atau penerjemahan data, agar kemudian dapat dipahami.
c. Conclusion drawing/verification ( Penarikan Kesimpulan )
Pada tahap terakhir ini, peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan
berdasarkan penafsiran data pada tahap sebelumnya.
H. Penguji Keabsahan Data
1. Meningkatnya ketekunan
Meningkatnya ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat
dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan
peristiwa akan akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan
meningkatnya ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali
apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. Dengan demikian dengan
meningkatnya ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang
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akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dengan meningkatnya hal ini,
dapat meningkatkan kredibilitas data.11
2. Menggunakan Bahan Referensi
Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk
membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil
wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data
yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. Jadi, dalam penelitian
ini peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi
sebagai bahan referensi12
11 Sugiono Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D. h.306
12 Sugiono Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. h.307
41
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi Pasal 280 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Penelitian tentang “Implementasi Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam budaya hidup masyarakat
Kabupaten Gowa Perpspektif Maqashid Syariah”
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gowa tepatnya di Kepolisian Resort
Kabupaten  Gowa yang merupakan tempat penulis mendapat informasi. Adapun
penelitian ini bersifat tinjauan lapangan ( field research ). Adapun rangkaian
kegiatan dimulai dengan pengumpulan literatur-literatur yang berkaitan dengan
topik penelitian dan dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan wawancara dengan
Satlantas Polres Gowa. Tilang adalah Bukti Pelanggaran. Fungsi “Tilang” itu
sendiri adalah sebagai “Undangan” kepada pelanggar lalu lintas untuk
“Menghadiri sidang” di pengadilan negeri, serta sebagai “Tanda bukti penyitaan”
atas barang yang disita oleh Polantas dari Pelanggar. Barang bukti yang boleh
disita oleh Polantas adalah : SIM, STNK, STCK, dan kendaraan bermotor
Berbicara tentang Implementasi berarti tidak terlepas dari berbicara tentang
kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Banyak kalangan yang memandang bahwa
kesadaran hukum sama dengan ketaatan hukum, padahal sebenarnya berbeda.
Kesadaran hukum itu ada 2 yaitu :
1. Kesadaran hukum yang baik, yaitu ketaatan hukum atau legal
consciousness as within the law (kesadaran hukum sebagai ketaatan,
berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadarinya)
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2. Kesadaran hukum yang buruk yaitu ketidaktaatan hukum atau legal
consciousness as againt the law (kesadaran hukum dalam wujud
menentang hukum atau melanggar hukum)
kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku dan bukan hukum
sebagai aturan, norma atau asas. Dengan kesadaran hukum, seseorang dapat
berprilaku positif yaitu taat hukum, tetapi sebaliknya seseorang juga dapat
berprilaku negatif yaitu melanggar hukum. Sedangkan ketaatan hukum yaitu
merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan
akan timbul sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial
manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang
berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan
bila ketaatan didalam hukum cenderung dipaksakan.
Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, mengutip H. C Kelman
(1966) dan L. Pospisil (1971) dalam buku Prof DR. Achmad Ali,SH Menguak
Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk
Interprestasi Undang-undang (legisprudence):
1. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan,
hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena
membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
2. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati suatu
aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi
rusak.
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3. Ketaatan yang bersifat internalization, yaiutu jika seseorang menaati suatu
aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nila
intristik yang dianutnya.
Untuk mengetahui implementasi dari suatu aturan hukum atau Perundang-
undangan, maka pertama-tama harus dapat diukur ketaatan terhadap aturan hukum
itu tersebut. Tentu saja, jika suatu aturan hukum di taati oleh sebagian besar target
yang menjadi sasaran ketaatannya dapat dikatakan bahwa aturan hukum yang
bersangkutan berlaku efektif.
B. Kendala-kendala implementasi Pasal 280 Undang-undang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan.
Kendala-kendala Implementasi Pasal 280 UULLAJ terjadi diKabupaten
Gowa disebabkan karena adanya 2 faktor yaitu Penegak Hukum yang kurang
tegas dan masyarakat yang kurang peduli.
1. Penegak Hukum
Selama ini yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mayarakat adalah kurang
tegas dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Kurang tegasnya Penegak hukum
menyebabkan masyarakat enggan dengan hukum, sehingga menimbulkan sikap
yang apatis terhadap pelanggaran lalu lintas dan belum adanya Pasal yang
mengatur tentang Pembuat Plat Nomor modifikasi.
Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu Polisi Lalu Lintas atau
Bapak Rusli T “mengatakan bahwa belum adanya pasal atau Undang-undang
yang mengatur tentang Pembuat Plat Nomor Modifikasi tetapi hanya
memberikan sosialisasi atau penyampaian saja”.1 Oleh karena itu timbul faktor
1 Bapak Rusli T, Kepala U.R Tilang Satlantas Polres  Gowa, Wawancara oleh penulis, 7
April 2017.
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kesengjangan untuk melanggar peraturan berlalu lintas disebabkan karena Pasal
280 UULLAJ mempunyai kelemahan-kelemahan sebagai berikut :
a. Penindakan aparat penegak hukum hanya  memberikan teguran kepada
pelanggar, sehingga pelanggar mengabaikan Undang - undang tersebut
Khususnya Pasal 280 UULLAJ
b. Pemberian surat tilang kepada pelanggar, tidak langsung diproses
disebabkan karena aparat penegak hukum hanya memberikan
kebijaksanaan di jalan.
Adapun juga hasil wawancara penulis dengan Bapak Aziz Sundu
“menyatakan bahwa penerapan Pasal 280 UULLAJ ini masih kurang efektif,
disebabkan karena adanya pembuatan plat nomor kendaraan palsu atau modifikasi
plat nomor kendaraan. Modifikasi plat nomor kendaraan bermotor sudah menjadi
hal yang biasa di dalam masyarakat, namun petugas juga sulit menindak penjual
dan pembuat plat modifikasi tersebut, disebabkan karena tidak ada Undang-
undang yang mengaturnya. Hal ini juga terjadi karena kurangnya pengetahuan dan
ketaatan masyarakat terhadap Pasal 280 UULLAJ.2
Berdasarkan data yang diperoleh dari Satlantas Polres Gowa bahwa
tercatat pada tahun 2015 hingga tahun 2016, tingkat pelanggaran lalu lintas terkait
plat kendaraan modifikasi meningkat dari tahun ke tahun. Silahkan perhatikan
diagram dibawah ini.
2 Bapak Asis Sundu, Anggota Satlantas Polres  Gowa, Wawancara oleh penulis, 7 April
2017.
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Gambar diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2015 tercatat bahwa tingkat
pelanggaran paling tertinggi pada bulan Oktober dengan jumlah pelanggaran 6
kasus dari 23 kasus pada tahun itu, sedangkan pada tahun 2016 tercatat jumlah
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pelanggaran tertinggi pada bulan Maret dengan jumlah pelanggaran 7 kasus dari
31 kasus pada tahun itu. Ini menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran dari tahun
2015 hingga tahun 2016 jauh lebih meningkat dari sebelumnya.
2. Masyarakat
Hal pertama yang menyebabkan mengapa masyarakat bersikap apatis atau
ketidakpedulian terhadap hukum yaitu kurangnya kesadaran dalam diri
masyarakat itu sendiri yang terlalu menganggap pasal 280 itu tidak terlalu
penting. Padahal seperti yang kita ketahui jumlah pelanggaran yang terjadi terus
meningkat. Selain dari pada itu kurangnya sosialisasi kepada masyarat mengenai
aturan tersebut dan banyaknya jasa pembuatan plat modifikasi sehingga
masyarakat awam tidak mengetahui tentang aturan tersebut dan dengan santainya
mengubah plat kendaraan miliknya.
Meningkatnya angka pelanggaran Lalu lintas pada saat ini tidak lain
disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat akan hukum sehingga masih
banyak ditemukan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Gowa. Contohnya seperti
yang kita lihat masih banyak diluar sana yang memakai Plat modifikasi, apalagi
maraknya pembuat Plat modifikasi di jalan raya membuat masyarakat ingin
mencoba memakai Plat itu sendiri dikarenakan harganya yang murah dan
gampang di dapatkan, tidak harus menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan
Plat asli dari dialer atau samsat.
Padahal seperti yang kita ketahui bahwa kesadaran masyarakat sangat penting
karena apabila kesadaran masyarakat akan hukum sudah mulai tumbuh maka
secara tidak langsung peran serta masyarakat dalam upaya penegakan hukum
akan tumbuh dengan sendirinya
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Berdasarkan data yang diperoleh dari masyarakat, Silahkan perhatikan
diagram dibawah ini.
DIAGRAM 1.1
Sumber data: Hasil angket no.1
Berdasarkan diagram diatas dikemukakan bahwa masyarakat yang
menjawab Ya atau yang memakai Plat kendaraan modifikasi sebanyak 30 %, dan
yang menjawab Tidak sebanyak 70 %. Dengan demikian dapat dipahami bahwa di
Kabupaten Gowa ini masih banyak masyarakat yang menggunakan Plat
kendaraan modifikasi. Alasannya beda-beda , ada yang Plat asli belum keluar, ada
yang bilang lebih muda dan tidak terlalu lama menunggu dibandingkan yang
dikeluarkan oleh dialer.
Apakah anda memakai Plat
kendaraan bermotor modifikasi?
RESPON
"TIDAK"
70%
RESPON
"YA" 35%
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DIAGRAM 1.2
Sumber data : Hasil angket nomor 2
Berdasarkan hasil tabulasi angket pada diagram di atas, tampak bahwa
masyarakat yang menjawab ya sebanyak  60 dan menjawab tidak sebanyak 40 %.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa menurut sebagian masyarakat Kabupaten
Gowa Plat Kendaraan modifikasi tidak berpengaruh pada keamanan kendaraan
mereka.
Menurut anda penggunaan Plat
kendaraan bermotor modifikasi
berpengaruh pada keamanan
kendaraan?
RESPON
"TIDAK"
40% RESPON
"YA" 60%
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DIAGRAM 1.3
Sumber data : Hasil angket nomor 3
Berdasarkan hasil tabulasi angket pada diagram di atas, tampak bahwa
masyarakat yang menjawab ya sebanyak  80 % dan yang menjawab tidak
sebanyak 20 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran
masyarakat di Kabupaten Gowa masih kurang. Contohnya saja mereka sudah tau
kalau Plat itu bertentangan dengan aturan atau ketentuan yang berlaku tetapi tetap
saja memakai Plat modifikasi , alasannya karena kurangnya sosialisasi dari pihak
Kepolisian kepada masyarakat.
Apakah penggunaan Plat kendaraan
bermotor modifikasi bertentangan
dengan ketentuan yang berlaku?
RESPON
"TIDAK" 20% RESPON
"YA" 80%
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DIAGRAM 1.4
Sumber data : Hasil angket nomor  4
Berdasarkan hasil tabulasi angket pada diagram di atas, tampak bahwa
masyarakat yang menjawab Ya sebanyak 10 % dan yang menjawab Tidak
sebanyak 90 %. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa memang
penerapan atau aturan Plat kendaraan bermotor modifikasi ini belum diterapkan
dengan baik, baik oleh pihak Kepolisian maupun masyarakat karena realitanya
masih banyak masyarakat yang menggunakan Plat modifikasi , kurangnya
sosialisasi dari pihak Kepolisian. kepada masyarakat, dan masih banyak
masyarakat yang tidak peduli akan peraturan tentang Plat kendaraan tersebut.
Apakah menurut anda penerapan aturan
Plat kendaraan bermotor modifikasi
sudah diterapkan dengan baik?
RESPON
"TIDAK" 90%
RESPON
"YA"10%
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DIAGRAM 1.5
Sumber data : Hasil angket nomor 5
Berdasarkan hasil tabulasi angket pada diagram di atas, tampak bahwa
masyarakat yang menjawab ya sebanyak 14 % dan yang menjawab tidak
sebanyak 86 %. Dengan dimikian dapat kita simpulkan bahwa masih ada sebagian
masyarakat yang memang tidak peduli akan peraturan Plat kendaraan , bisa kita
lihat dari respon diatas mereka akan tetap memakai Plat kendaraan modifikasi
meskipun telah ada aturan yang ditetapkan .
Apakah anda tetap menggunakan Plat
kendaraan bermotor modifikasi meskipun
telah ada aturan yang di tetapkan?
RESPON
"TIDAK" 86%
RESPON
"YA"14%
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C. Aspek maslahah penerapan Pasal 280 Undang-undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Perspektif Maqashid Syariah
Secara etimologi, maslahah adalah turunan dari kata shaluha-yashluhu-shâlih
yang berarti (baik) yaitu lawan dari buruk atau rusak. Kata mashlahah adalah
singular (mufrad) dari kata mashâlih yang merupakan masdar dari ashlaha yang
bermakna mendatangkan kemaslahatan. Dengan demikian, kata mashlahah juga
diartikan dengan al-shalah yaitu kebaikan atau terlepas darinya kerusakan.
Ungkapan bahasa Arab menggunakan maslahat dalam arti manfaat atau
perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada
manusia. Sedangkan dalam arti umum, maslahah diartikan sebagai segala sesuatu
yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan,
seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau
menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi, setiap yang
mengandung manfaat patut disebut maslahat meskipun manfaat yang dimaksud
mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya
atau kerusakan disisi lain.3
Maslahah adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak
segala kemungkinan yang merusak. Lebih jelasnya Manfaat adalah ungkapan dari
sebuah kenikmatan atau segala hal yang masih berhubungan denganya, sedangkan
kerusakan adalah hal-hal yang menyakitkan atau segala resuatu yang ada kaitan
denganya.
Pandangan terhadap Maslahah tebagi menjadi dua bagian, yaitu pandangan
maslahah menurut kaum sosialis materialis serta pandanganya menurut
3 Asriaty, “Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer”, Madania Vol.
19,  No.1, Juni 2015, h.120. File:///C:/Users/Asus/Download/Documents/165-43-1-PB-PDf.
( Diakses 17 mei 2017 ).
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syara’(hakikat syara’), dalam pembahasan pertama al Syatiby mengatakan:  “
maslahat ditinjau dari segi artinya adalah segala sesuatu yang menopang
keberlangsungan dan Menyerpurnakan kehidupan manusia, serta  memenuhi
segala keinginan  rasio dan syahwatnya secara mutlak” Sedangkan menurut arti
secara Syara’ (hakikat) adalah segala sesuatu yang menopang kehidupan di dunia
tidak dengan cara merusaknya serta mampu menuai hasil dan beruntung di
akhirat, dalam hal ini al Syatiby mengatakan, “ menarik kemaslahatan dan
membuang hal-hal yang merusak bisa juga disebut dengan melaksanakan
kehidupan di dunia untuk kehidupan di akhirat”. Sedangkan menurut al Ghozali
maslahah adalah: “memelihara tujuan-tujuan syari’at”, sedangkan tujuan syara’
meliputi lima dasar pokok, yaitu:
1. Melindungi agama (hifdu al diin)
Agama Islam merupakan agama yang menjaga hak dan kebebasan serta
bertoleransi dengan agama lain, dan kebebasan dalam Islam yang pertama adalah
kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas
agamanya dan alirannya. Islam mengajarkan untuk tidak memaksa seseorang
untuk masuk dalam ajaran Islam, karena setiap manusia mempunyai hak dalam
menentukan keyakinannya. Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah s.w.t
QS.Al-Baqarah/256:1
                  
               
Terjemahannya:
Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas
jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar
kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah
berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah
Maha mendengar lagi Maha mengetahui.[162] Thaghut ialah syaitan dan apa saja
yang disembah selain dari Allah s.w.t.
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Dari penafsiran ayat tersebut dapat dilihat makna dari kandungan ayat
tersebut bahwa Islam sudah jelas untuk tidak memaksa orang yang berkeyakinan
lain untuk masuk dalam agama Islam dengan unsure paksaan. Maka kita bisa
mengambil kesimpulan bahwa jelaslah toleransi Islam dan interaksinya yang baik,
perhatian sesame manusia, walaupun berbeda keyakinan selalu memberikan
kemurahan hati, ini adalah merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam
kehidupan sehari-hari.
2. Melindungi jiwa (hifdu al nafs)
Agama Islam dalam ajarannya selalu mengajarkan untuk saling menghianati
dan memberikan hak-hak yang memang sudah menjadi dasar kepemilikan bagi
umat manusia di muka bumi ini. Dalam ajaran Islam hak yang paling pertama dan
begitu penting ialah hak hidup dan hak ini adalah hak yang paling disucikan dan
tidak boleh dihancurkan kemuliannya, karena kita semua adalah ciptaan Allah
S.W.T, sebagaimana Firman Allah menjelaskan hal tersebut dalam QS.An-
Naml/88 :
                          
    
Terjemahannya:
Dan kamu Lihat gunung-gunung itu, kamu sangka Dia tetap di tempatnya,
Padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang
membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui
apa yang kamu kerjakan.
Sangat jelas dalam surah tersebut dimana hikmah Allah dalam menciptakan
manusia dengan fitrahnya yang diciptakan untuk manusia, dan dia
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menyempurnakan kejadian dan menjadikan (susunan tubuhnya) seimbang, dalam
bentuk apa saja yang dia kehendaki.4
Menjaga hak hidup merupakan suatu tindakan yang terhormat dalam konteks
antara kematian dan pembunuhan mempunyai perbedaan yang mendasari kalimat
keduanya. Pembunuhan tidaklah sama dengan kematian, karena pembunuhan
adalah merusak struktur tubuh yang menyebabkan keluarnya ruh yang berada
pada manusia itu dalam kondisi sehat dengan spesifikasi-spesifikasi khusus
dengan adanya unsur kesengajaan didalamnya yang dilakukan oleh sesame
manusia. Sedangkan kematian adalah keluarnya ruh dari tubuh dengan keadaan
sehat dan hanya Allah S.W.T lah yang mematikannya.5
3. Melindungi akal (hifdu al aql)
Akal merupakan sumber hikmah yang diberikan oleh Allah S.W.T kepada
umat manusia untuk dipergunakan sesuai dengan hakekatnya, akal ini merupakan
sinar hidayah, dan pengetahuan yang diberikan kepada manusia untuk dunia dan
akhirat. Dengan akal surat dari perintah dari Allah disampaikan, dengan akal pula
manusia bisa menjadi pemimpin di muka bumi ini dan membedakan manusia
dengan makhluk lainnya dimuka bumi ini. Hal ini sesuai dengan firman Allah
dalam QS.Al-Isra’/ 70 :
                              
     
Terjemahannya:
Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka
di daratan dan di lautan[862], Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan
Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan
makhluk yang telah Kami ciptakan. [862] Maksudnya: Allah memudahkan bagi
4 Lihat, Ahmad Al-Mursi H.J, Maqashid Syariah (Cet.III; Jakarta: AMZAH;2013), h.22.
5 Lihat, Ahmad Al-Mursi H.J, Maqashid Syariah ,h.27.
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anak Adam pengangkutan-pengangkutan di daratan dan di lautan untuk
memperoleh penghidupan.
Manusia yang hidup ini merupakan makhluk yang derajatnya diantara
makhluk hidup yang lainnya, seperti telah dijelaskan bahwa manusia mempunyai
akal fikiran untuk melakukan sesuatu. Olehnya itu Islam mengajarkan untuk
melindungi akal dari perbuatan yang tidak sejalan dengan agama Islam. Melalui
akalnya manusia mendapatkan petunjuk menuju ma’arifat kepada tuhan dan
penciptanya. Tanpa akal manusia tidak berhak mendapatkan permuliaan yang bisa
mengangkatnya menuju barisan para malaikat.6
4. Melindungi keturunan (hifdu al nasl)
Islam memberikan perhatian lebih terhadap aturan dan membersihkan
keturunan dari cacat dan mengayomi dengan kebaikan atau perbaikan serta
ketenangan hidup kepada keturunan tersebut. Ketika sebuahn nasab merupakan
pendirian yang teguh dalam kekerabatan keluarga dan penghubung antara anggota
keluarga, maka Islam memberikan perhatian yang sangat besar untuk melindungi
nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan kehancuran sebuah nasab tersebut.7
Dalam syariat Islam masa kini terdapat lima hal dalam proses menjaga nasab
yaitu:
1. Sistem Adopsi
2. Sistem pemberian pengakuan terhadap anak kandung
3. Sistem pemberian pengakuan
4. Sistem khulu’(pencabutan nasab anak kandung)
5. Sistem hilangnya nasab seseorang wanita dalam menikah
6 Lihat, Ahmad Al-Mursi H.J, Maqashid Syariah ,h.92.
7 Lihat, Ahmad Al-Mursi H.J, Maqashid Syariah ,h.143
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Dalam menjaga nasab atau keturunan Islam juga melarang membuat nasab
keturuna dari perbuatan zina. Secara umum zina adalah suatu perbuatan seksual
yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita tanpa adanya akad nikah atau
hubungan yang mengikat secara resmi kepada dua orang tersebut, sehingga
perbuatan ini diharamkan oleh agama Islam yang dimana perbuatan ini
mengancam eksistensi dalam kohormatan menjaga keturunan.
Allah S.W.T telah berfirman dalam QS.An-Nur/ 2 : tentang sanksi perbuatan
zina yaitu :
                        
                     
Terjemahannya :
Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap
seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman
kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka
disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.
Dalam tingkatannya memlihara keturunan yaitu :
1. Tingkatan Dharuriyat seperti pensyari’atan hukum perkawinan dan
larangan melakukan perzinahan. Apabila ketentuan ini diabaikan maka
eksistensi keturunan akan terancam
2. Dalam tingkatan Hajjiyat seperti di tetapkannya ketentuan menyebutkan
mahar bagi suami pada saat akad nikah dan diberikan hak talak padanya.
Jika mahar tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan
mengalami kesulitan karena ia diharuskan untuk membayar mahar misl.
Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika iya
tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi dan kondisinya sudah
tidak harmonis lagi.
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3.Dalam tingkatan Tahsiniyat seperti di syariatkannya khitbah atau walimah
dalam perkawinan. Hal ini dilakukan maka tidak akan mengancam
eksistensi keturunan, dan tidak pula akan mempersulit orang yang
melakukan perkawinan, ia hanya berkaitan dengan etika atau martabat
seseorang.
5. Melindungi harta benda (hifdu al mal)
Harta merupakan suatu kebutuhan ini  kehidupan di dunia , dimana manusia
tidak akan pernah terlepas dari harta teersbut. Di dalam kehidupan ini manusia
termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensi kehidupan dan demi
menambah kenikmatan materi dan religi. Namun, dalam motivasi pencarian harta
ini dibatasi menjadi tiga syarat yaitu, harta dikumpulkannya dengan cara yang
halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal dan dari harta ini dikeluarkan hak
Allah dan masyarakat ditempat dimana dia hidup. Namun ada penggunaan harta
ini Allah S.W.T melarang pemakaian harta yang boros yang berakibatkan sifat
sombong karena harta itu sendiri. Islam juga melarang melakukan pencarian harta
dengan memakan hasil riba dari orang lain, sebagaimana firman Allah dalam
QS.Al-Baqarah/275-276:1 yaitu :
               
                     
             
        
Terjemahannya:
Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit
gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),
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Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan);
dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba),
Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.276.
Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah[177]. dan Allah tidak
menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa[178].8
Keserasian antara menjaga lima hal inti dalam syariah ini mencakup juga
dengan penerapan Pasal 280 yang ada dalam Undang-undang. Keselarasan di
setiap point dalam Maqashid Syariah dengan penerapan Pasal 280 demi
kemaslahatan adalah :
1. Penerapan Pasal 280 dalam point menjaga agama
Keselarasan dalam konsep ini merupakan sama halnya dengan menjaga
agama,  maka dari itu landasan pokok ini merupakan hal yang paling penting  atau
paling vital dalam point ini. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan
Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang
ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mendapakan denda,
seperti yang kita ketahui perbuatan yang semena-mena akan menghilangkan sikap
yang adil dan ihsan yang diperintahkan oleh Allah, kegiatan ini dikategorikan
menodai fungsi manusia sebagai khalifah dibumi. Karena pada dasarnya manusia
haruslah mengikuti pemimpinnya, guna menciptakan keselarasan hidup dalam
bermasyarakat supaya tidak ada tumpang tindih antar satu dengan yang lainnya,
sehingga manusia yang beriman haruslah menaati aturan dikarenakan menaati
aturan-aturan pemerintah yang berlaku itu sama halnya menaati Al-Quran dan As-
Sunnah.
9 Linggar Kukuh A.P “ Lingkungan hidup dalam pandangan hukum Islam ( Perspektif
Maqashid Syariah ) , Skripsi ( Makassar : Fakultas Syariah dan Hukum , Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar, 2015 ) h.54
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2. Penerapan Pasal 280 dalam point  menjaga jiwa
Penerapan Pasal 280 dalam menjaga jiwa ini juga merupakan hal yang saling
berinteraksi, dalam hal ini adalah perlindungan terhadap perilaku seseorang dan
keselamatan mereka. Terjadinya kecelakaan yang sering terjadi dimasyarakat
disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan diri masyarakat itu sendiri yang
mengabaikan prinsip-prinsip keseimbangannya yang akan membahayakan
keselamatan kehidupan manusia kedepan .
Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu Polantas yang ada di
Kabupaten Gowa mengatakan seringnya terjadi kecelakaan bermotor yang
mengakibatkan kecelakaan fatal, itu disebabkan karena kurangnya kesadaran
masyarakat akan hukum yang terlalu menganggap bahwa Pasal 280 ini tidak
terlalu penting padahal sangat membahayakan jiwa. Contohnya jika Satuan Lalu
lintas mengadakan sweping gabungan yang dilakukan dijalan atau pemeriksaan
kelengkapan bermotor yang sering kita lihat, seseorang yang merasa dirinya tidak
lengkap pasti akan melakukan segala cara untuk menghindari pemeriksaan
tersebut seperti  mengendarai dengan kecepatan yang tinggi, melawan arah dan
nyelip-nyelip di mobil yang sangat dapat membayakan jiwanya. jika ia melakukan
hal tersebut dan mengalami kecelakaan atau menabrak orang lain sampai-sampai
kehilangan nyawanya sendiri atau orang yang di tabrak , maka yang paling
disesalkan adalah  kurangnya kesadaran masyarakat yang membahayakan dirinya
sendiri.9
9 Bapak Asis Sundu, Anggota Satlantas Polres  Gowa, Wawancara oleh penulis, 7 April
2017.
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Dan hal ini yang menjadi kasus yang besar, pembunuhan manusia terhadap
manusia itu sebagai dosa terbesar terhadap Allah. Melihat betapa pentingnya
persoalan harga diri dan jiwa seorang manusia. Dalam firman Allah s.w.t di QS.
Al-Maidah/32: telah di jelaskan yaitu :
             
                    
                
Terjemahnya :
“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa :
barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu
(membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi,
maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya”
3. Penerapan Pasal 280 dalam point menjaga keturunan
Menjaga keturunan sama halnya dengan menjaga jiwa dan agama, yaitu
menjaga keturunan umat manusia di atas bumi ini, maka menjaga keturunan
mempunyai juga makna menjaga generasi yang akan datang. Karena
penyimpangan terhadap pelanggaran Pasal 280 akan menghasilkan ancaman bagi
generasi yang akan datang contohnya  jika seseorang mengalami kecelakaan yang
mengakibatkan kematian atau pun kelumpuhan, baik laki-laki maupun perempuan
tanggung jawab dalam rumah tangga pasti sudah berantakan seperti hal nya
seorang ayah yang mencari nafkah untuk keluarganya, seorang ibu yang harus
mengurus semua kehidupan sehari-hari,anak dan suami, jika mereka sudah tidak
ada keluarganya pasti akan menderita. Contohnya: anak-anaknya yang putus
sekolah yang harus mencari nafkah sendiri, maka sudah pasti tidak ada lagi
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generasi yang selanjutnya yang di akibatkan oleh kecelakaan atau pelanggaran
Lalu Lintas.
4. Penerapan Pasal 280 dalam point menjaga akal
Pemberian akal oleh Allah kepada manusia adalah karunia yang sangat
unggul, olehnya itu manusia dianggap sebagai tingkatan makhluk hidup yang
paling tinggi dengan adanya akal tersebut. Dan adanya akal ini maka manusia
diberlakukan taklif. Yaitu suatu beban untuk menjalanan syari’at agama dan
segala amal perbuatannya nanti. Akan tetapi apabilajika akal manusia tidak
berjalan dan tidak bisa membedakan mana yang dikatakan hak atau batil maka
manusia tidak ada bedanya dengan hewan dan pada hakekatnya upaya untuk
menjaga kelangsungan hidup manusia tidak akan berjalan. Olehnya itu Al-qur’an
sering menyindir perilaku manusia dengan menggunakan analogi :  “ Apakah
kamu tidak berfikir ? “, hal tersebut karena kebanyakan hasrat manusia acuh tak
acuh saja terhadap Pasal 280 , sehingga dengan sindiran tersebut diharapkan akan
sadar dan menggunakan akalnya untuk berfikir dan menjaga dirinya sesuai dengan
yang telah di gariskan oleh Allah.
5. Penerapan Pasal 280 dalam point menjaga harta
Mematuhi peraturan Pasal 280 sama juga dengan menjaga kebutuhan pokok
manusia, yaitu menjaga harta. Karena harta merupakan hal yang paling pokok
dalam kebutuhan manusia di dunia ini, seperti firman Allah dalam QS. An-nisa/5 :
yaitu:
63
                       
  
Terjemahnya:
“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna
akalnya, harta ( mereka yang ada dalam kekuasaanmu ) yang dijadikan Allah
sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu)
dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”
Hal di atas menjelaskan bahwa harta tidak tebatas pada uang,emas,dan
permata saja melainkan segala isi bumi dan alam adalah bagian dari hasil untuk
memperoleh harta sebagai kebutuhan dalam dunia ini. Contohnya sering kita
temui dijalan banyak kecelakaan yang terjadi karena kurangnya kesadaran
masyarakat akan pasal 280 yang mengakibatkan harta benda contohnya kendaraan
yang dikendarai rusak parah yang harus mengeluarkan biaya lagi agar bisa utuh
dan layaknya dipakai seperti semula. Bukan cuman hal itu saja, yang sering kita
lihat sendiri tidak menaati pasal 280 jika ditemukan oleh polisi akan dikenakan
denda uang sebesar 500 ribu dan  kurungan penjara 2 bulan itu juga dapat
mengurangi waktu dan harta yang tidak di dapat selama dipenjara.
Penerapan pasal 280 dalam Undang-Undang ini telah dibagi dan
disandingkan dalam sinkronisasi ke-lima point inti dari Maqashid Al-Syariah.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasi penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut:
1. Dari segi kendala ketentuan Pasal 280 UULLAJ di Kabupaten Gowa
masih ada sebagian dari aparat penegak hukum khususnya Polantas tidak
tegas dalam menindaki ketentuan tersebut sehingga masyarakat
menganggap ketentuan ini hal yang biasa di dalam masyarakat.
pelanggaran lalu lintas. Hal ini disebabkan juga karena kurangnya
pengetahuan terhadap masyarakat mengenai ketentuan tersebut. Sehingga
masyarakat menganggap ketentuan ini hal yang biasa di dalam
masyarakat.
2. Konsep Implementasi Pasal 280 perspektif Maqashid Syariah bersumber
dari ayat yang menjelaskan bahwa perbuatan yang agung tidak terlepas
dari ke lima point inti Maqashid Al-Syariah. Sebagai upaya untuk menjaga
dari sisi keberadaan dan ketiadaan atau dari sisi positif dan negative
sehingga mengharuskan adanya unsur yang mengaitkan dengan elemen
Maqashid al-syariah.
B. Implikasi Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menyarankan bahwa:
1. Diharapkan kepada pemerintah agar memasukkan pelajaran berlalu lintas
ke kurikulum sekolah dan perguruan tinggi agar masyarakat sadar akan
pentingnya berlalu lintas
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2. Dalam pemanfaatan penerapan Pasal 280 UULLAJ perspektif Maqashid
Syariah kita harusnya lebih memperhatikan untuk kepentingan
kemaslahatan bersama bukan untuk kepentigan pribadi.
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